Menimbang

Mangingat

N

6

~i

BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI TEGAL,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat
di Kabupaten Tegal, diperiukan adanya keuangan Desa |

bahwa dalam rangka memperoleh keuangan Desa untuk melaksanakan huruf a
diatas secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perfu untuk
mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa |

bahwa sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 lahun
1999 tentang  Pemeriniahan Daerah dan pasal 67 ayat (1) Keputusan Menten
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
mengenai Desa, maka Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan
Peraturan Daerah A

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah |

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemernintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tembahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) |

- Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat H
Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3321} | ~
Peraturan Mernteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan
Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menten Dalam Neger
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 fentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan |

Keputusan Menteri Dalam Neger nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan mengenai Desa.
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG SUMBER PENDA-
PATAN DESA.
BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1
2.

3.
4

o

Daerah adalah Kabupaten Tegal ;

Pemenntah Daerah adalah Bupall besera Perangkat Daerah Otonom yang ian sebagal Badan
Eksekutif Daerah |

Bupati adalah Bupati Tegal |

. Pemerintah Propinsi adalah Gubemur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai

badan Eksekutif Daerah |

Pemerintah Pusal selanjulnya disebul Pemerintah adalah Perangkal Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri |

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untii mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten |

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adalah Badan Perwakilan
yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakal di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat,
membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan

~ pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemenntahan Desa |

)

(2}

Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setelah
dimusyawarahkan/dimufakatkan serta mendapatkan persetujuan dar badan Perwakilan Desa |

BAB Il
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdin atas
a Pendapatan ashi Desa yang meliputi |
1) Hasil Usaha Desa
2) Hasil Kekayaan Desa
3) Hasil Swadaya dan Prtisipasi
4) Hasil Gotong Royong, dan |
5) Lamn-lain pendapatan ash Desa yang sah.
b Bantuan darn Pemeriniah Kabupaten yang meliputi -
1) bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, dan |
2) bagian dan Dana Penmbangan Keuangan Pusat dan Daerah vyang ditenma oleh
Pemerintah Kabupaten ;
¢ Bantuan darl Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
d Sumbangan dari pihak ketiga dan |
e Pinjaman Desa.
Sumber Pendapatan Desa yang telah dimilila dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambii
alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
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Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksudhuruf a.2) ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari -
a) Tanah Kas Desa |

b) Pasar Desa ,

c) Bangunan Desa ,

d) Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa |

e) Pemandian Umum yang diurus oleh Desa |

f) Hutan Desa ,

g) Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa |
h) Tempat-tempat pemancingan di sungai ;

i) pelelangan ikan yang dikeloia oleh Desa .

i) jalan Desa ; dan

k) lain-lain kekayaan milik Desa |

Pasal 4

Dalam hal Desa belumfidak memililkd Tanah kas Desa, Pemerinlah  Daerah  berkewajiban
mengusahakan peningkatan Pendapatan Desa.

BAB I
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 8

(1} Sumber Pendapatan dan Kekayvaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa

{?) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dasrah ini
digunakan untuk kepentingan  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Desa.

Pasal 6

(1) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini
dikelola melalui Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa.

(2) Perencanaan  penggunaan penghasilan dan  sumber-sumber Pendapatan Desa ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasai 7

(1) Besamya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah int ditetapkan dengan Peraturan Desa kecuah huruf
b dan c akan diatur oleh Bupati.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat {1) Pasal ini disahkan oleh Kepala Desa setelah
dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.

BAB WV

PERKEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pengembangan
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Pasal 8

(1) Dalam angka Fengoembangan den Peningkaan Penghostan Surioel Fendapaian Dess,
dilakukan “emberdayaan Potenisi Desa dengan mendinkan Badan Usaha Millk Desa, melakukan
pijaman, ienenma sumbangan dan e A ooga uan kenasama dengan Fihak Ketiga.

(2) Pengaturan mengenal Pedoman Umum tentang Pinaman Desa, Badan Usaha Milik Dea,
Sumbangan dan NMihal: Katigz dan kenasama gepgan Mbak Kitiga sebagaimana dimaksiid ayat
(1) Pasal inl akan diatur oleh Pemerintan. )

Bagian Kedua

Pengawasan
Pasal &
Pengawasan terhadan pengaumean Sumper Pendacaten osn Kekayaan Desa  sebagawmana

dtmékaud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerab i dliakukean clely BRPD,
Pogal 10

(1% Tanah-tanah Desa vang okuasa oleh Desa gan merupasan kekayaan Desa dilarang untuk
dilimpahian atau diepas kepada pihak lain, kecual diperiukan uniuk kepentingan proyek-proyek
pembangunan yang ditelapkan dengan Desativan Desa

(2) Pelimpaben atay pelepasan tanah-tanah Desa sebagaimana winaksud ayat (1) Pasal ini harus
tidak rmerugikan Desa dan menguranads iuas tanah-tanah Leca.

(3) Untuk mengamin bk sdanys kemgian bagi Desa maka peimpahian alau peepasan tanah Desa
menertimbanagkan |
a Canti tanah yang sendar dengan tansh yang diimpankan eiau  diepaskan  dengan

mempernatikan aspek ekonomns dan siraleds |
b, Pengganti@dn berapa uang van g i ey CORURC e kel Taiahy i vang se o
c. Mendapat nin tertilis dar Bupat

(4) Pedoman lebih laniut mengensy pelimpahan atan poleoasan (enah tanan Dese akan diatur oleh

Bupat

Pasal 11

(1) Kekayaan [Dasa sebagammana dmaksud ayal (1) Pasal 2 norat b, o a, e 1 g, iy, o, ), Heratisan
Daerah wy dilaiang vk dimnpabaat aisyg doessidens Fepada pitin® Tan weeonail engan
Peraturan Desa vang sebelummva mendapal i ieduis dan Bubati

(2) Peraturan Desa sebaoamana dimaksud aval (1) FPasal i disahinan oleh Kepaia Ucsa setelah
dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan darn B

(3) Pedoman pelimpahan atan) Penverahan Kekavaan Desa diatiw jebih laniut oleh Bupati

BAB V
ATURAN PERALIHAN

Pasai 12

(1) Sumber pendapatan yang ada i Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemenntahan aerah divirue Jdan merupakan sumber pendapatan bagi
Pemenrdah Daarmh mabka Pemenniah Deeiah barkewaphan mamberican ssbaman dan hasi
sumber pendapalan dimalsid kepada Pemeriodan Doesa yang besannva dizh oleh Bupati

{2} Sumber pendapatan asl Desa vana sebatun berlalanya | hodandc-ondang Homeor 220 Tahun 1999
tentang Pemenmahan Doomoh, diunes dan merupakan Sumber  Pendapatar Dess, maka
Femerintab Daerat Dorkewsshan unfuik oeroDantu mengernbangoniyg oo dapasl memberikan

hasil yang sebesar-besamya bagi kepentingan Desa
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Pasal 13

dima “,L;(j Fasal 3 eraturan Laeran int yang seiama |

Kepala Desa dan Perangkat Desa, deng an Peratu
‘Cpﬂnpa'-rgjogg yang penguasaannya v o“ﬂue'~»1; ran Pendapatan

Pasal 14
(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, darl Desa yang slalusnya
berubah menjadi he;u'ahan diserahkan menjadi milik Pemerintah Daerah

I‘} Sumber rtdn.)ﬂt).—z\an x:'f a3 :7.ﬁil)‘§g51xgl:3|»~1 Gimaksua nvm {‘1} Pasal ini pe’-"ﬂx‘}ii:'i ‘.-‘1":"\1’1
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melaiui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diperuntukkai bagi kepentingan Pelaksanaan Pemerintahan, Pt’ﬂlbd“uundli d(:i!
Kemasyarakatan di gkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa

dan atau kKelurahan ain nya v‘l":"g bearada di '\fu’i"%'\g"ﬁh daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Py S MNacrab i W - g $1 2 man o oy
eraturan Laeicii M fiana w v R RLY Ty | et nua il N e
ary kastesrtiian e . 3 i \ W armciar fonnan O Fimaorar in
N RECua i 2 ¥ i Iai iy i ) L e V LAatiail 0

dinyatakan lidak bu kn iagi
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal leknis pelaksanaannya
akan diatur oleh Bupat)

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
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derh. an .wwvl'wmmm Jalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000
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